PERATURAN BUPATI KEUNGKUNG
NOMOR 4 TAIHHUN 2012

TIENTANG 5
PIEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERATL DI LINGKUNGAN PEMIESRINTALL
DAERATT KABUPATION KLUNGRKUNG YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KIEUANGAN DBADAN LAYANAN UMUM DALRAILI

DIENGAN RATIMAT TUITTAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGRKUNCG,

Mcnimbang : a. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan
berdasarkan prinsip ecfisicn, clektif, transparan, bersaing,
adil/tidak diskriminatil, akuntabel dan prakiek bisnis vang
schat;

bh. bahwa untuk menjamin kesediaan barang dan/atau jasa yang
lebih  bermutu, lebih murah, proses pengadaan vang
sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan  dengar
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayvanan BLUD;

c. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, belum ada pedoman
yvang mengatur fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebhagaimana  dimaksud
dalam hurul a, bhurul b dan huruf ¢ perlu menctapkon
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jatau  Jasa  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Dacrah o i
Lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Klungkung yang
Menerapkan Pola Pengelolaan  Keuangan DBadan  Layanan
Umum Daerah .

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah  Tingkat 11 dalam  Wilayah  Dacrah-dacrid
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara I3arat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Iahun 2003 tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3.

6.

~I

Q.

10.

11.

13,

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 lentang
Perbendaharnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksann
Pengcelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembarin
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor +4437), schagaimana telah  diubah beberapa  kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2009 Nomor
134, Tambahan Lembaran Nes:un Republik Indonesia Nomor
5003);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Rapublil Indonesin Nomaor 1302):

Peraturan  Pemerintah - Nomor 41 Tahun 2007 1entang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahuan 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara Republilk:
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan/atau jusa Pemerintah;

JLPeraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis DPengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produlk iukum Daerah;
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Menetapkan :

I Pevatiiam Dacrah Kabupaien Klungkung Nomor 3 Taln:
2008 tentang  Urusan  P'emerintah Dacrah Kabupatek
Klungkung (Lembaran Dacrah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan lLembaran Dacrah Kabupaten
Klungkung Nomor 2 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah  Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Klungkung Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANCG
DAN/ATAU JASA PADA SATUAN KIZRJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DARAH KABUPATEN KLUNGKUNG
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAIL

BTAVE
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Iy
2.

e

(.

~1

Daerah adalah Kabupaten Klungkung

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
schagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah Kabupaten
Klungkung.

Bupati adalnh Bupati Klungboe,

Satuan Kerja Perangkat dacrah yvang sclanjuinya  disinglkiat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah di linghkungan
pemerintah dacrah Kabupaten Klungkung,

Badan Layanan Umum Dacrah yang sclanjutnya  disinglan
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah atau Unit Kerja
pada Satuan Kerja Peranglkat Dacrah di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pclayanan kepada
masyarakat berupa penvediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannva didasarkan pada prinsip clisiensi dan
produktivitas,

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, vang sclanjuinya disingkat
PPR-BLUD  adalah pola pengelolaan keuangan  vang
memberikan leksibilitas herupa kelelunsann untuk
menerapkan  prakick-prakick  bisnis  yang  schar untuk
meningkatkan pelavanan  kepada masyarakat dalam rangka
memajukan  kescjahteraan umum  dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sepagai peneccualian dari ketentuan,
Pejabat  Pengelola BLUD  adalah pimpinan BLUD  yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD varg
terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat texnis
yang schutanpyva disesuaikom  dengan nomenklatur o
berlaku pada BLUD vang bersangkutan.

Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD vang mencerapkan PPR-131.UD.
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0. Pejabat Pengadaan adalah personil yveng memiliki Sertiiike
Keahlian Pengadaan Barang dan/atau jasa yang melaksanaka
Pengadaan Barang dan/atau jasa.

10. Unit  Layanan Pengadaan  (Procurement  Unit)  adalah unn
organisasi Pemerintah Dacrah vang dibentuk olch Bupati dan
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau jasa di
lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Kiungkung,

11. Fleksibilitas  adalal ketentuan pengadaan harang dan/atau
jnsa BLUD pada bhatas-batas cevtentu vang dapat dikecualikan
i Ketentuan N Devhnkin tiveinn,

12. Praktek  bisnis vang schir adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi herdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam  rangka pemberian wanan vang  bermutu dan
bherkesinambungan,

13. Penyedia barang dan/atau jasao adalah badan usaha atau orang
perseorangan  vang  kegiatan usahanyva  menyvediakan
barang/layanan jasa.

14, Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan
untuk menetapkan penvediz harang dan/atau jasa yang akan
ditunjulk untuk melaksanakon pekerjaan,

15. Barang adalah setiap henda baik vang berwajud maupun tidak
berwujud, bergerale maupun  tidak  bergerak,  vang dapa
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan  atau dimanfaatkan
oleh Pengguna DBarang.

16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan
tertentu vang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang
membutuhkan keahlian tertentu  (brainware) dalam suatu
sistem tatakelola vang telah dikenal luas didunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAR I
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

Pengadaan barang dan/atau jasi pada BLUD SKPD - Kabupaten
kKlungkung yang scbagian atau scluruh dananva  bersumber
langsung dari APBN/APBD dilaksanakan bherdasarkan ketentuan
yang berlaku bagi pengadaan baving dan /atau jasa pemerintah

asal 3

(1) Guna elektivitas dan/atau cfisiensi pelaksanaan pengadaan
barang dan/atau jasa, BLUD diberikan Meksibilitas  berupa
pembebasan dari ketentuan schagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 2 untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber

dana berasal dari:

a. jasa layanan vang diberikan kepada masyarakat,

. hibah tidak terikar vany diperoleh dari masyarakal alaa
badan lain; dan/atau

¢. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnyig

(. lain-lain perdapatan BLUD vang sah,
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(2) Fleksibilitas schagaimana  dimaksud  pada ayal (1) berupa
pemberian batasan terhadap ngkup pekerjnan dan besaran
jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa dari ketentuan
yang berlaku bagi pengadaan  barang dan/atau  jasa
Pemerintah.

(3) Lingkup pekerjaon sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengadaan barang dan/atau jasa untuk opcrasional
pelayanan di BLUD yang dananya bersumber schagaimin
dimaksud pada ayat (1}.

Pasal 4

Pengadaan barang dan/atau jasa schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang
dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui
oleh Bupati dengan mengikuti prinsip-prinsip :

o, transparansi, berarti semus Letentuan dan inlormast inengeiia
pengadaan  barang  dan/atau jasa termastlk syarat  teknis
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penctapan  calon  penvedin  barang  dan/atan jasa,  silatns s
terbuka bagi peserta penyedin barang  dan/atau jasia vang,
herminat bagi masyarakat luas pada umumnya;

b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang,
sama bagi semua calon penvedia barang dan/atau jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan  kepada  pihak
tertentu, dengan cara dan atan alasan apapun;

-

akuntabilitas,  berarti harus  mencapai - sasaran baik - fisik.
keunngan miaupun manlant baasi kelancaran pelaksanaan tugas
dan pelayanan masyarakat sesual dengan prinsip-prinsip serta
ketentuan vang berlaku  dalam  pengadaan barang dan/atau
Jasa;

. prakici bisnis yang schat.

(
Pasal 5

Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal <, harus dapat menjamin ketersedinan  barang
dan/atau iasa vang lebih bermutu, lebih murah, proses penggcoa e
vang sederhana dan cepat serta mudah menvesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancearan pelavanan BLUD.

Pasal O

(1) Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dengan sumber dana
dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai
schagai herikut
a. pelelangan mium, dilaknkamn terhadap pekerjpan vanoe
nilainya dintas Kp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiahy);

b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yvang
nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
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¢. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
1. keadaan tertentu, yang meliputi
a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan
schelumnya dan  waktu  penyelesaian  pekerjaannya

harus segera/tidak dapat ditunda untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk
1) akibat heneana alan dan/atan beneana pon ik,

dan/atau bencana sosial;

2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

3) akibat kerusakan sarana/prasarana vang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.

b) barang dan/atau jasa vang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan olch | (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang
hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak vang menjadi
pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari
Pemerintah Dacrah: dan/atau

2, pengadaan  harang  khusus/jasa yang bersilat kKhusus,
yvang meliputi:

a) barang dan/atau jasa berdasarkan faril. resmi vang
ditetapkan Pemerintah;

b) barang dan/atau jasa yang bersifal kompleks vang
hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus an hanya ada 1 (satu) penyedia
yang mampu;

d. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang
nilainya sampai dengan 12p. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupinh) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedntam
golongan pedagang  kecil atau non  kecil dilakukan
berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. pengadaan langsung penyedia barang dan/atau jasa yang
nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat
Pesanan (SP)/0rder herjin (OK), Daltar Perincian dan
Kwitansi,

2. pengadaan langsung penvedia barang dan/atau jasa yang
nilainva diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupinh) sampai dengoe Bpe 200.000.000.00 (dua ratas
juta rupiah),  tancd: ikl perjanjiin berupas Sulai
Perintah Kerja (SPK].

¢, pengadaan lamgsung sehagaimana dimaksud pada hurul d
dikecualikan terhadap pengadaan barang dan/atau jnsa cito
pada BLUD Rumak Sakit Umum Dacerah sepesti obat-obatan,
hahan keschatan pakai  habis, gas  medis,  bahan
laboratorium  dan  bahan  makanan  pasien  dapat
dilaksanakan dengan  pengadaan  langsung, meskipun
nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dus ratus juta rupiah).

(2) Penctapan besarnva nilai pengadaan bharang dan/atau jasa

sehagaimana  dimaksud  pada avat (1) dapat dilabmmsd e
berdasarkan atas nilai pengadaan barang dan/atau jasa yang
tercantum pada  rincian  anggaran kas, sckurang-kurangnys

nilai anggaran kas per bulan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran badan layanan umum dacrah.
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(3) Khusus untuk pengadaan jasa tenaga kerja (pegawai non PNS)
pada BLUD dapat dilakukan dengan swakelola tanpa dibatasi
nilai pengadann,

IPasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa dengan sumber dana berasal darn
hibah ferikat  dapar  dilakukan  dengan mengikuti - ketentuan
pengadaan  dari pemberi  hibah  atau mengikuti - Ketentuan
pengadaan yang berlaku bagi BLUD, sepanjung disctujui oleh
pemberi hibah. :

1. e | =
asal 8

(1) Pelaksanann pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal 3 dilakukan  oleh  Pejabai
Pengadaan/Unit Lavanan Pengadaan,

(2) Anggota Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan terdiri
dari  personil vang memilikio integritas,  disiplin - dan
tanggungjawab  dalam  melaksanakan  tugas, memahami
pekerjaan  yang akan dindakan, memahami isi dokumen,
memahami metode dan proscdur pengadaan serta substansi
pekerjaan/Regintan - yang hersangkutan, memilikio- sertifikat
keahlinn pengadaan barang dang/atau jasa dan menandatanga
fakta Integritas.

(3) Pejabat  Pengadaan  sehagainiing dimaksud  pada ayvat (1)
diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9
(1) Dalam penetapan  penyedin bharang  dan/atau jasa, Peiabat
Pengadaan /Unit Layvanan Pengadaan terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan tertulis dar:

a. pemimpin BLUD, untulk pengadaan harang dan/atau jasa
yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar
rupiah); atau

b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD, untuk
pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2) Penunjukan peiabat Inin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelol:
BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:

a. objcktifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek
integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses
dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa. tanggung
jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan  kepentingan  dengan  pihak  ferkait - dalam
melaksanakan  penunjukan pejabat  lain o baile - langsung
maupun i himgsun i
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¢. saling uji (cross cheek), vaitu berusaha memperoleh informasi
dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yvang
memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BBALS T
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal |
Juni 2012, .

Agar sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencimpatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tangga! 19 Januari 2012

BUPATI KLUNGRKUNG,
T Wﬁ.

;"##__W/‘)_’I____"__ﬂ_ I

-
4 I WAYAN CANIDIIRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETAR I

N

ERAH KABUPATEN KLUNGRKUNCG,

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGRUNG TAJTUN 2012 NOMOR 4
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